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PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG 

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA  

MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

 REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), 

Pasal 50 ayat (4), Pasal 92 ayat (3), Pasal 97 ayat (3), dan 

Pasal 135 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah  Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi 

dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

   

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3502); 
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi 

dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 6619); 

8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 214); 

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 22); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 

PEMERINTAH  NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG 

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN 

KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 

seorang atau badan hukum Koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 

atas asas kekeluargaan. 

2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam 

kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang me njlcfoj5to=]miliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan 

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan 

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.  
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5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar 

yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 

6. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat 

PUMK adalah orang perorang dan/atau badan usaha 

perorangan yang memiliki Usaha Mikro atau Usaha Kecil. 

7. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. 

8. Wirausaha Pemula adalah wirausaha yang sedang 

merintis usahanya menuju wirausaha mapan dan 

usahanya telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik. 

9. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, 

pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh 

lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi  (tenant). 

10. Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga yang 

melakukan proses Inkubasi terhadap peserta Inkubasi. 

11. Peserta Inkubasi yang selanjutnya disebut Tenant adalah 

calon pelaku usaha/calon wirausaha dan/atau pelaku 

usaha/Wirausaha Pemula yang menjalani proses 

Inkubasi.  

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah.  

13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. 

14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 
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Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

16. Dinas adalah perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota 

yang melaksanakan urusan pemerintahan di daerah di 

bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. 

 

BAB II 

PELAPORAN OLEH KOPERASI 

 

Bagian Kesatu  

Materi Pelaporan 

 

Pasal 2 

(1) Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam 

dan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib 

menyampaikan laporan kepada Kementerian dan/atau 

Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu. 

(2) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan.  

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. laporan keuangan; 

b. laporan kelembagaan; dan 

c. laporan usaha. 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a bagi usaha simpan pinjam oleh Koperasi, 

meliputi: 

a. neraca; 

b. laporan perhitungan hasil usaha; 

c. laporan perubahan ekuitas;  

d. laporan arus kas; dan 

e. catatan atas laporan keuangan. 

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a bagi usaha simpan pinjam dan pembiayaan 

syariah oleh Koperasi, meliputi: 
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